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MOTTO 

 

“Manusia yang berakal 

Adalah manusia yang menerima dan meminta 

nasihat” 

(Umar Bin Khattab) 

 

“Bila kaum muda  

yang telah belajar di Sekolah dan 

menganggap dirinya  

terlalu tinggi dan pintar  

untuk melebur dengan masyarakat yang 

bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki 

cita-cita yang sederhana,  

maka lebih baik Pendidikan itu tidak 

diberikan sama sekali” 

(Tan Malaka) 

 

“Dunia itu seluas langkah kaki. 

Jelajahilah dan jangan pernah takut untuk 

melangkah. Hanya dengan itu kita bisa 

mengerti kehidupan dan menyatu dengannya” 

(Soe Hok Gie) 

 

“Lebih baik kau kerjakan walaupun 

terlambat daripada tidak sama sekali” 
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat Sebelum Pewasiat 

Meninggal Dunia Di Kelurahan Talang Rimbo Lama 

 

Khadafi Alfiqri 

14621002 

 

Abstrak 

Dalam kehidupan sekarang, wasiat mungkin sudah jarang dilakukan dan 

terdengar lagi dikalangan masyarakat. Oleh karenanya jarang orang yang 

mengangkat permasalahan tentang wasiat. Dalam wasiat penyerahan dan peralihan 

harta benda yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang mewasiatkan 

sudah meninggal dunia. Berbanding terbalik seperti halnya peristiwa yang terjadi di 

Kelurahan Talang Rimbo Lama, bahwasanya sebelum meninggal sudah memberikan 

wasiat berupa tanah. Namun sebelum meninggal harta yang telah diwasiatkan sudah 

terlebih dahulu dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh dari tanah yang diwasiatkan 

sudah langsung dimanfaatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat 

meninggal dunia di kelurahan Talang Rimbo Lama. 

Penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan. 

Sumber data dari penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terhadap subyek dan obyek penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan wasiat yang dilakukan di 

Kelurahan Talang Rimbo Lama mendahului dari ketentuan yang berlaku, 

pelaksanaan wasiat itu sendiri sudah dilakukan ketika pewasiat belum meninggal 

dunia. Dalam tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat yang 

dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia tidak sesuai dengan hukum Islam yang 

telah ditetapkan berdasarkan pemahaman bahwa wasiat itu akan berlaku setelah 

orang yang berwasiat meninggal dunia. Seharusnya pengalihan milik dari orang yang 

berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang yang 

berwasiat meninggal dunia.  

 

Kata Kunci: Pewasiat, Ahli Waris, Wasiat, Hukum Islam 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini demi melanjutkan 

kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Swt di 

muka bumi tidak lepas dari manusia yang hidup disekitarnya, sebagai manusia 

yang bertanggung pada manusia yang satu dengan yang lain. 

Manusia dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang 

penting yang akan membuat peristiwa hukum, yaitu: waktu dilahirkan, waktu 

kawin/menikah, dan waktu meninggal dunia. Manusia dilahirkan tumbuh tugas 

baru dalam artian sosiologis, menjadi pengemban dari hak dan kewajiban. 

Kemudian setelah dewasa, manusia akan kawin/menikah. Di dalam bidang 

Hukum Perkawinan, hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat 

penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu 

keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak 

dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di 

dalam bidang hukum. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan 

dunia.
1
 

Berdasarkan fenomena di atas ada satu hal yang setiap orang akan 

mengalaminya yakni kematian. Karena setiap orang yang diciptakan dimuka 

bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan dengan 

                                                             
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm.346 
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meninggalnya orang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum, akibat hukum 

yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 

seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesorang yang meninggal dunia tersebut.
2
 

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai 

manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang 

juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan 

hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri 

tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu 

makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri 

mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu 

yang dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk 

mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi 

naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan 

jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal 

manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan 

daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu 

untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.
3
 

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang 

ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan  wasiat, 

yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. 

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan 

                                                             
2
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung : PT Rafika Aditama, 2007), hlm.2 

3
 Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukkum Hibah dan Wasiat di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press, 2011), hlm.59 
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pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan 

bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut 

ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Pada 

dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas 

maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik 

yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan 

Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih 

menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum 

Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. 

Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab 

fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.
4
 

Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan wasiat yang 

dibolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-

Baqarah/ 2: 180. 

ُُ ٱي وُُۡۡوُرِةَ ػٍََٟ َٚص١َِّحُ ۡزًا ٱيۡخُ إِْ ذَسَنَ خََِٟۡٛۡإِذَا دَعَسَ أَدَدَوُ

َٚٱيٌِۡدًٌََِٞۡٚۡ َٓ أَۡقِْۡ  َٓ ۡدَمًّا ػٍََٝ ٱي ۡزُٚفَِِۡغۡتِٱيزَت١ِ  ُِرَّم١ِ

Artinya : 

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
5
 

 

                                                             
4
 Hoesein, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, (Jakarta : Makalah pada seminar 

FHUI, 1989), hlm. 3 
5
 Departemen Agama RI, Alqur‟an Edisi Revisi Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm 

40.
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Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini mengandung perintah 

untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut 

pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang 

wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris (pembagian harta warisan) 

dan ketika turun ayat fara‟idh, ayat washiyat itu dinasakh, dan pembagian 

warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah SWT yang 

harus diberikan kepada alih waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak 

mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat.
6
 

Dalam hadits juga disebutkan yang diriwayatkan al-Bukhari dari 

Abdullah Ibnu Umar ra : 

َّس زَ ِٓ ػُ ْٓ ػَثْدِاالله اِتْ ٍَِٗٝ الله ػٍََصَ الِله ٛيُصُػَ َِ ايَلَ ٍََُّصََٚ ١ ِْسِئٍ  كُّا دَ:  ا

ُٗ شَ ٌَ ٍُ َٚص١َِّاِ ١ِْٓر١ٌٍَََْ د١ُْث٠َِ ١ِْٗفِ صَْٟٛاُ ١ْ٠ُُِضٍِْ َٚ )ِرفك  ُٖدَْٕػِ حٌتَْٛرُىَِْ ُٗرُلاَّ 

 ػ١ٍٗ(

Artinya: 

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : “tidak ada hak 

seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan 

bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah 

dicatat di sisi-Nya.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
7
 

 

Sementara itu, wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dalam Bab V pasal 194 – 209.  Wasiat dalam KHI didefinisikan sebagai 

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 

berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang yang hendak mewasiatkan 

                                                             
6
 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, (Surabaya: 

PT Bina Ilmu), hlm.336 
7
 Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, Terjemah Shahih Bukhari 

Jilid IV, (Semarang: Asy Syifa‟, 1993) hlm.2 
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disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan 

tanpa paksaan.
8
 

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap 

harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-

banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya 

mendapat santunan atau bahagian sebagaimana mestinya, maka syari‟at Islam 

dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat 

mengutamakan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban sehingga 

tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan 

kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal 

itu. Sehubungan dengan itu, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam 

berdasarkan azas-azasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat 

memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam 

keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian 

harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam 

keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga 

menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada 

dalam syaria‟at Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan 

yang sebaik-baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si 

pewaris dalam hidup bermasyarakat.
9
 

                                                             
8
 Lihat  Pasal 171 huruf (f) dan 194 KHI 

9
 Dahwal, S. (2009). Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan 

Agama. Kutei, 17, 1-17. 
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Dalam kehidupan sekarang, wasiat mungkin sudah jarang dilakukan dan 

terdengar lagi dikalangan masyarakat. Oleh karenanya jarang orang yang 

mengangkat permasalahan tentang wasiat.  

Masalah wasiat juga seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai 

kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak 

menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak 

penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. Salah satu 

indkator bahwa masalah yang ditimbulkan dalam wasiat adanya kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang wasiat ada saat sekarang ini. Padahal sudah 

jelas dan terang tertera didalam Al-Qur‟an untuk mewajibkan bagi setiap orang 

itu untuk berwasiat.
10

 

Salah satu peristiwa yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, 

bahwasanya sebelum meninggal sudah memberikan wasiat berupa tanah. 

Namun sebelum meninggal harta yang telah diwasiatkan sudah terlebih dahulu 

dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh dari tanah yang diwasiatkan sudah 

langsung dimanfaatkan. Maka penuis berasumsi pelaksanaan wasiat ini telah 

dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia. 

Dalam ayat Al-Qur‟an surah Al Baqarah : 180 sudah jelas menerangkan 

bahwa pada saat datangnya tanda-tanda kematian baru dibuatkan wasiat. 

Dengan adanya peristiwa yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang wasiat terutama dalam 

                                                             
10

 http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistic/article/view/905 diakses pada tanggal 10 

Agustus 2018 pukul 10.51 wib 
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pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan wasiat sebelum meninggal, 

pemahaman masyarakat tentang wasiat serta pelaksanaan wasiat sebelum 

meninggal dalam masyarakat, terkhusus di kelurahan Talang Rimbo Lama. 

Maka dari itu dalam rangka penulisan hukum ini penulis memilih judul : 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum Pewasiat 

Meninggal Dunia di Kelurahan Talang Rimbo Lama”. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari perluasan masalah, 

maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada kasus 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum Pewasiat 

Meninggal Dunia” dengan lokasi penelitian di Kelurahan Talang Rimbo Lama. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasaarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat masyarakat Kelurahan Talang Rimbo 

Lama? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat di 

Kelurahan Talang Rimbo Lama? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan maka tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a) Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui bagaimana konsep wasiat dalam Islam sesuai 

dengan hukum yang telah ditetapkan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman serta pelaksanaan 

masyarakat tentang wasiat di kelurahan Talang Rimbo Lama. 

b) Manfaat Penelitian 

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan berbagai manfaat antara lain : 

a. Secara Teoritis 

a) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan 

sebagai ilmu pengetahuan khusus tentang Pemahaman dan 

Pelaksanaan wasiat di kelurahan Talang Rimbo Lama. 

b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian 

dimasa yang akan datang untuk diperdalam lebih lanjut. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterluasan 

terhadap konsep wasiat dan pemahaman masyarakat serta 

pelaksanaannya. 

b. Secara  Praktis  

a) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika 

terutama bagi mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN 

Curup serta pembaca lainnya. 

b) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh 

gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. 
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c) Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan 

menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai 

konsep wasiat dalam Islam, pemahaman serta pelaksanaan 

wasiat masyarakat agar bisa dipahami dan diamalkan ke 

semua khalayak umum. 

E. Metode Penelitian  

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh 

fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran.
11

 Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan dalam bentuk 

lapangan atau field research. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Proses dan  makna lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
12

 

 

2. Lokasi Penelitian 

                                                             
11

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 24 
12

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 35 
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Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Talang Rimbo Lama 

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan 

penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder: 

a) Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya.
13

 Maka sumber data primer dalam 

penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terhadap subyek penelitian maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, dan literatur.
14

 

 

4. Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini 

adalah metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

                                                             
13

 Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995), hlm. 55 
14

 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106 
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pengumpulan data yang bermacam-macam.
15

 Teknik pengumpulan data 

agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka 

penyusun menyandarkan sebagai berikut : 

a. Observasi (pengamatan) 

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan yang sistematik terhadap fenomena 

yang teliti.
16

 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wasiat sebelum 

Pewasiat Meninggal Dunia di Kelurahan Talang Rimbo Lama. 

b. Wawancara 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung 

tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun 

manifase. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui 

tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, 

serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.
17

 

 Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan 

mewawancarai Ketua BMA kelurahan Talang Rimbo Lama, Tokoh 

Masyarakat, Perangkat Agama dan masyarakat Kelurahan Talang 

Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang 

Lebong. 

                                                             
15

 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Kuantitatif dan R&D, (Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 1988), hlm. 243 
16

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62 
17

 Syarnubi Sukarman, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rejang Lebong: LP2 

STAIN Curup, 2014), hlm. 133 
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c. Dokumentasi  

Dokumntasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain 

sebagainya.
18

 

Proses analisis data terdiri dari : 

1) Analisis sebelum dilapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk 

menentukan fokus penelitian. 

2) Analisis data lapangan 

a) Data Reduction 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. 

b) Data Display 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi 

dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

c) Conclusion Drawing 

Conclusion Drawing merupakan langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan 

                                                             
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 131 
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menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
19

 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang 

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian 

tentang wasiat ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya : 

1. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

yang berfokus “Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPerdata di 

Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam)” disusun oleh Adriawan pada tahun 2013. Dalam skripsinya dapat 

diambil kesimpulan ada beberapa pengaturan tentang pelaksanaan wasiat 

yang diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan 

KUHPerdata diantaranya mengenai pengangkatan pelaksana wasiat yang 

telah sesuai dengan Pasal 1006 KUHPerdata, tugas dan wewenang 

pelaksana wasiat yang diatur dalam Pasal 1007, 1009, 1010, 1011, 

                                                             
19

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, (Bandung: CV ALFABETA, 2014), hlm. 245-

252 
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1012,1014, 1015, 1018 dan Pasal 1021 KUHPerdata. Sehingga 

pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV 

kedua KUHPerdata tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta 

peninggalan.
20

 

2. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 

berfokus “Analisis Kedudukan Surat Wasiat dalam pembagian harta 

Warisan menurut hukum Islam” disusun oleh Noor Indah Fitriany 

tahun 2009. Dalam tulisannya dapat diambil kesimpulan Kedudukan 

hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang 

lainnya tergantung kondisinya, yaitu: bisa saja wajib bagi seseorang 

apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan itu akan dia-siakan, 

misalnya dia masih mempunyai utang zakat. Dapat pula sunnat apabila 

wasiat itu diperuntukkan bagi kebajikan, seperti wasiat kepada karib 

kerabat, pembangunan masjid, pembangunan madrasah atau kepentingan 

umum lainnya yang sesuai dengan perintah agama. Selain itu dapat juga 

hukumnya haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut dapat 

merugikan ahli waris, bahkan batal demi hukum dan juga dapat makruh 

apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan ahli 

                                                             
20

 Adriawan, Pelaksanaan Wasiat menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri Makassar 

(Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi (Makassar: Fak. Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin, 

2013), hlm. 58 
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waris yang ditinggalkan jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan 

terhadap harta tersebut.
21

 

3. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Malang yang 

berfokus pada “Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan 

antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi 

Hukum Islam” disusun oleh Muhammad Abduh Tahun 2008. Dalam 

kesimpulannya adalah sebagai berikut : Pertama, dalam melaksanakan 

wasiat harus dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. 

Kedua, dalam melaksanakan wasiat harus ada bukti autentik baik 

menurut KUH Perdata maupun KHI.
22

 

4. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berfokus pada “Wasiat dalam Al Qur’an (Kajian 

Tafsir Tematik) disusun oleh Muhammad Ammar Tahun 2015. 

Kesimpulannya wasiat adalah memberikan pesan, perintah, pengampuan 

dan perwalian. Secara etimologi, ia diartikan sebgai janji kepada orang 

lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau 

setelah meninggalnya. Kata wasiat beserta derivasinya di dalam al-

Qur‟an disebut sebanyak 32 kali di dalam 13 surat, yang kesemuanya itu 

terbagi ke dalam empat periode turunnya al-Qur‟an.
23

 

                                                             
21

 Noor Indah Fitriany, Analisis Kedudukan Surat Wasiat dalam pembagian harta Warisan 

menurut hukum Islam.” Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 

70 
22

 Muhammad Abduh, Hibah dan Wasiat dalam Analisis Perbandingan antara KUH Perdata 

dan Kompilasi Hukum Islam.”Skripsi (Malang: Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah UIN Malang, 2008), 

hlm. 79 
23

 Muhammad Ammar, Wasiat dalam al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tematik).”Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddun dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 76 
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5. Jurnal tentang “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris 

Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam 

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995” disusun oleh 

Muhammad Arif Rinaldi Tahun 2017. Yang kesimpulannya konsep 

wasiat wajibah menurut hukum islam adalah untuk ahli waris yang tidak 

mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, 

sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat 

atau orang tua angkat dengan alasan rasa kemanusiaan. Menurut Putusan 

MA Nomor 368.K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk 

anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non 

muslim.
24

 

Dari tinjauan pustaka di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam 

penulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia  belum pernah ditulis. Maka dari itu, 

penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia di kelurahan Talang 

Rimbo Lama. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, 

sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap peneliti memformulasikan 

                                                             
24

 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1161 diakses pada tanggal 16 

Oktober 2018 pukul 00.28 Wib 
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pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan 

membahas: 

BAB I Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan Teori yang berisikan tentang teori-teori mengenai wasiat, 

hukum wasiat dalam Islam. 

BAB III Menjelaskan kondisi objektif yang terdiri dari letak geografis dan 

lingkungan wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama, dan kondisi 

demografi Kelurahan Talang Rimbo Lama. 

BAB IV membahas mengenai bagaimana pelaksanaan masyarakat 

Kelurahan Talang Rimbo Lama tentang Wasiat yang dilakukan 

sebelum pewasiat meninggal dunia, bagaimana tinjauan hukum 

Islam tentang pelaksanaan Wasiat sebelum pewasiat meninggal 

dunia.  

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka serta 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Wasiat 

1. Pengertian Wasiat 

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu washiah, yang berarti suatu 

ucapan atau pernyataan dimulaiya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu 

dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal 

dunia.
25

 Wasiat  menurut  bahasa  mengandung  beberapa  arti  antara  lain: 

menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan 

lain-lain.
26

 

Wasiat menurut bahasa, artinya “menyambungkan”, berasal dari kata 

washasy syai-a bikadzaa, artinya “Dia menyambungkan”. Dikatakan demikian 

karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya 

dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang 

akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.
27

 

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau 

dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika 

menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi 

wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang memberi wasiat. Oleh karena itu, 

tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, 

                                                             
25

 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Fiqh 3. Cet.ke 2, (Proyek pembinaan prasarana dan sarana 

perguruan tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 

Departemen Agama, 1986. Hlm. 181 
26

 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, h. 131
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung : Pustaka Setia), 2009, hlm. 343 
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petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan 

sebagainya.
28

 

Dalam pendapat lain wasiat ialah sesuatu tasharruf terhadap harta 

peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.
29 

Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam 

suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. 

Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi obyek wasiat, berlaku setelah 

yang berwasiat itu meninggal. 

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat  ialah 

pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan 

kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu 

atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal 

dunia.
30

 

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah  memberikan hak 

secara suka rela yang dikaitan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan 

dengan kata-kata atau bukan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan 

wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, 

piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah 

yang berwasiat mati.
31
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris hlm. 343 
29

 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra), 

2002, hlm. 261. 
30

 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Fiqh 3, hlm. 181 
31

 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 
2009 jilid 5, h 588
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Wasiat adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain 

atau beberapa orang tertentu sesudah kematiannya atau memerdekakan 

budaknya. Baik dia menjelaskan dengan terus terang dalam teks wasiatnya atau 

tidak menjelaskannya.Wasiat terkadang digunakan untuk barang yang 

diwasiatkan dan juga untuk akadnya. Apabila dimaksudkan adalah barangnya 

berarti mengandung makna menyampaikan karena orang yang berwasiat 

menghubungkan kebaikan dunia dengan kebaikan akhiratnya.
32

 

Paling tidak wasiat itu seyogyanya disampaikan beberapa saat menjelang 

mushi (pemberi wasiat) benar-benar hendak berpulang ke rahmatullah 

(wafat).
33

 

Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat 

ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang 

lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuatkuasa selepas 

kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi
 1

/3 dari 

keseluruhan harta pewasiat. 

Dengan demikian dalam wasiat penyerahan dan peralihan harta benda 

yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang mewasiatkan sudah 

meninggal dunia. Objek wasiat disini dapat berupa materi (harta benda) 

maupun manfaat (dari materi tersebut). Di dalam wasiat tersebut akan berisikan 

pesan, perintah atau janji seseorang kepada orang lain yang mengenai sesuatu 

hal yang berkaitan dengan materi maupun manfaat dari materi setelah yang 
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berwasiat meninggal dunia. Biasanya wasiat baru akan dibuka dan dibacakan 

setelah pewasiat meninggal dunia. 

2. Dasar Hukum Wasiat 

Banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang 

menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya dipahami 

bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi 

hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa sedang 

orang itu tidak termasuk sebagai penerima harta waris (Ahli Waris). Seakan-

akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah 

disyari‟atkan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Dasar Hukum dalam Alquran 

1) Kewajiban berwasiat dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 180
34

 

ُُ ٱي وُُۡۡوُرِةَ ػٍََٟ زًا ۡخُ إِْ ذَسَنَ خََِٟۡٛۡإِذَا دَعَسَ أَدَدَوُ

َٚٱيٌِۡدَََٞۡٚۡٚص١َِّحُ ًٌِٱۡي َٓ تِٱيأَۡقِْۡ  دَمًّا ػٍََٝ  ۡزُٚفَِِۡغۡزَت١ِ

َٓ ٱۡي   ٨ُِٓٔرَّم١ِ
 

Artinya : 

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 

kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas 

orang-orang yang bertakwa. 

 

 

 

 

 

2) Kadar Wasiat dalam Surah An Nissa (4) ayat 12
35
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ِِٓ ذَۡاْ أَنۡفَإِْ وَأُٛ.… ُُٙۡشَسَ  دِ تَۡغ ِِۡٓ ۡءُ فِٟ ٱٌصٍُُّسِۡشُسَوَا ٌِۡهَ فَ

َٙا ٠ُۡٛصَٝ َۡٚص١َِّح ُِعَاٍْۡ غَٟدَۡٞ أَۡٚ تِۡ َٓ  َۡٚص١َِّح ۡۡزّۡزَ  ِِّ

ِٗ ٌُ د١ٍَُِ ۡٱٌٍَّ ُٗ ػ١ٍَِ   َۡٚٱٌٍَّ
 

Artinya : 

… Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 

syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Penyantun. 

 

3) Anjuran berwasiat dengan adanya persaksian dalam Surah Al 

Maidah (5) ayat 106
36

 

ََۡٞۡٗ َُِٕٛاْ شَ َٓ ءَا َٙا ٱٌَّر٠ِ ُُ ٱي ِٔۡىُُۡدَجُ تَٟۡأ٠َُّ خُ َِۡٛۡإِذَا دَعَسَ أَدَدَوُ

َٓ ٱي َٚا ػَدَۡٚص١َِّحِ ٱزۡد١ِ ِْ ذَ ِِٓ أَۡٚ ِّٕۡىُُ ۡيَۡٔا  ِْ  ۡءَاخَسَا

ُِّص١ِثَحُ تَۡدۡضِ فَأَصَأَۡزۡفِٟ ٱي ذُُۡۡظَسَب ۡأَٔرُُ إِْۡ ۡزِوُُغَٟۡ وُُ 

ِِٓتِضَُٛٔذَۡخ خَِِۡۡٛٱۡي َّا  ِْ ۡجِ ف١َُكۡدِ ٱٌصٍََّٛتَۡغ ُۡٙ ِٗ إِ ِْ تِٱٌٍَّ َّا صِ

ٌَِٗۡا َٔش ذُُۡذَۡةٱۡز َّٓ ۡذَسِٞ تِ ٌََٚٛۡشَ َْ ذَا لُس ۡا  ُُ ٌََۡٚا َٔه تَۡٝۡوَا ذُ

َٗ ِٗ إَِّاشَۡ َٓ ٱيۡإِذ ۡدَجَ ٱٌٍَّ ِّ َٓ أۡۡا ٌَّ ١ِّ   ١ٓٔشِ

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil 

di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 

dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu 

kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu 

sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka 

keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-

ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan 

sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 

seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) 

kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami 
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kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang 

berdosa" 

 

b. Dasar Hukum dalam Hadis 

Hadis-Hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan wasiat 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

َِا دَكُّ  َُ لَايَ :  َٚصٍََّ  ِٗ َّس زَصُٛيُ الِله صٍََٝ الله ػ١ٍََ ِٓ ػُ ْٓ ػَثْدِاالله اِتْ ػَ

ْٛتَ َِىْرُ  ُٗ َٚص١َِّرُ َٚ ِٓ اِلاَّ  ِٗ ٠َث١ِْدُ ١ٌٍََْر١َْ ْٛصَٟ ف١ِْ ُٗ ش١َْاُ ٠ُ ٌَ ٍُ ُِضٍِْ ِْسِئٍ  حٌ ا

ُٖ )ِرفك ػ١ٍٗ( ْٕدَ  ػِ

Terjemahannya: 

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : “tidak 

ada hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin 

diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali 

wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya.” (Riwayat Al-Bukhari dan 

Muslim)
37

 

 

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW : 

ْٛ غط إٌا س إِ ٌٝ اٌس تغ  ِٓػَ ِٓ ػَثَّاسٍ زظٟ الُله ػٕٗ لاي : " ٌَ اتْ

َّْ زص َّ الُله ػ١ٍٗ ٚصٍُ لاي : ,, اٌصٍسلأ  ٚاٌصٍس وص١س  ,ٛي الِله صٍ

 أٚوث١س." )ِرفك ػ١ٍٗ(
Artinya: 

 Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata 

orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena 

sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau 

besar. (Muttafaq „Alaih).
38

 

 
Dari ayat-ayat Alquran dan Hadis-Hadis di atas dipahami sebagai berikut 

:
39

 

1. Jika seseorang mempunyai harta dan ia merasa ada hak orang lain 

yang bukan ahli warisnya dalam harta itu lantaran jasa atau bantuan 

yang pernah diberikannya, sedang jalan lain tidak ada yang dapat 
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membalas jasa atau budi orang itu dengan baik, maka wajib orang 

itu berwasiat. 

2. Wasiat itu ada untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umum 

dan ada pula untuk kepentingan perorangan. Wasiat untuk 

kepentingan umum termasuk sedekah. 

3. Bagi setiap orang yang akan berwasiat, hendaklah ia ingat 

kepentingan ahli warisnya, karena meniggalkan ahli waris 

berkecukupan adalah lebih baik dari meninggalkan ahli waris 

dalam keadaan miskin. 

4. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari 

jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Bahkan berwasiat 

kurang dari seepertiga adalah lebih baik. 

5. Wasiat itu tidak tertentu bagi harta saja, tetapi juga dapat berupa 

pembebasan hutang atau pemberian manfaat.  

6. Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal 

dunia. Karena itu pengalihan milik dari orang yang berwasiat 

kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah orang 

yang berwasiat meninggal dunia.  

7. Wasiat menjadi batal bila orang yang menerima wasiat meninggal 

lebih dahulu dari orang berwasiat atau orang yang berwasiat 

mencabutnya. 

8. Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad, karena itu hendaklah 

wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dengan 
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adanya saksi di harapkan perkara wasiat itu mudah di selesaikan di 

kemudian hari.  

Hukum dibolehkan berwasiat disepakati oleh serata mujtahidin terhadap 

orang yang tidak mempunyai amanah yang harus dikeluarkan dari hartanya 

dengan jalan wasiat itu dan terhadap orang yang tidak mempunyai hutang yang 

tidak diketahui orang yang seharusnya menerima pembayaran itu dan terhadap 

orang yang tidak menerima simpanan (pertaruhan) orang yang tidak 

dipersaksikan (yang tidak ada saksinya). Adapun jika ada dalam 

pertanggunganya sesuatu tersebut, wajiblah dia wasiatkan yang demikian itu 

diberikan kepada orang yang mempunyai hak.
40

 

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan ijma‟ adalah sunnat muakkad. 

Menurut Zainuddin Abdul Aziz jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang 

bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. 

Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta waris, 

di terangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah di 

jalankan setelah melakukan wasiat.
41

 

Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang di miliki. 

Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya hukumnya makruh. Bahkan, 

hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu di maksudkan untuk 

menghalangi bagian ahli warisnya. 
42

 

Agar wasiat yang di sampaikan oleh pemberi wasiat mudah di amalkan, 

orang yang di beri wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya, bahkan tempat 
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tinggalnya. Karena jika orang yang di maksudkan tidak jelas identitas nya, 

pelaksana wasiat akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan wasiat yang 

bersangkutan. 

Dalam pendapat Hazairin yang dikutip oleh Rachmadi Usman 

menyatakan boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak 

karena perlu biaya pengobatan yang besar, biaya Pendidikan anak-anak yang 

masih kecil-kecil dan perlu biaya banyak, sedang anak yang lain sudah cukup 

mampu.
43

 

Jika wasiat di lakukan untuk ahli waris dan melebihi sepertiga harta 

waris, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. 

Artinya, wasiat tersebut dapat di gugurkan jika ahli waris lainnya tidak setuju. 

Jika wasiat menyangkut harta yang jumlahnya melebihi sepertiga karna ahli 

waris tidak menyetujuinya wasiat dilaksanakan cukup yang sepertiganya saja.
44

 

Jika yang menyetujui wasiat lebih dari sepertiga itu hanya salah seorang 

dari ahli waris, wasiat di hukumi sah untuk jumlah kelebihan yang sesuai 

dengan bagiannya. Jika seorang ahli waris yang mempunyai hak tasharruf 

mutlak menyetujui wasiat lebih dari sepertiga, persetujuannya itu merupakan 

izin untuk melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga. 

Wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam 

hartanya itu terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Hak orang lain 

atau sesuatu yang lain itu dirasakan ada karena ada suatu kewajiban yang 
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belum terpenuhi, atau jasa seseorang yang telah diberikan tanpa pamrih 

diwaktu berusaha atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan 

sebagainya.  

Termasuk wasiat yang haram, ialah wasiat yang ada hubungannya 

dengan perbuatan maksiat, seperti wasiat untuk membangun rumah ibadah 

selain rumah ibadah ajaran Islam, wasiat untuk mendirikan pabrik minuman 

keras, wasiat untuk beternak babi, wasiat untuk membangun rumah bordil dan 

sebagainya.  

Wasiat itu makruh hukumnya, bila orang yang berwasiat itu mempunyai 

harta yang sedikit, sedang ahli warisnya memerlukan harta itu, berwasiat 

memberikan harta kepada orang fasik dan ia akan menggunakan harta itu untuk 

berbuat kefasikan dan sebagainya.
45 

 

Hukum berwasiat itu mubah bagi orang kaya. Hartanya cukup untuk ahli 

warisnya dan cukup pula untuk berwasiat kepada orang lain. Bahkan orang 

kaya itu sunat hukumnya bila ia berwasiat menggunakan hartanya untuk 

menegakkan agama Allah.  

Dalam hukum Islam dikenal wasiat wajib (wasiat wajibah), yaitu suatu 

cara pembagian harta kewarisan melalui wasiat. Hal ini ditunjukkan kepada 

kaum kerabat (keluarga) dekat yang tidak tergolong sebagai ahli waris, karena 

terhalang oleh ahli waris lainnya atau karena sebab lain yang sah, sehingga 

yang bersangkutan tidak mendapat bagian dari harta kewarisan yang 

ditinggalkan pewaris, padahal pewaris menghendaki kaum kerabatnya tadi 
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mendapat sebagian harta kewarisan yang ditinggalkannya. Untuk itulah 

seseorang diwajibkan untuk membuat wasiat terhadap kaum kerabat dekat 

yang tidak menerima bagian harta kewarisan pewaris.
46

 

3. Rukun Wasiat 

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan 

yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah 

yang akan mendapat pahala dari Allah Swt., dan juga mengandung nilai-nilai 

sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh 

karena itu, hampir semua kitab telah terdapat pembahasan masalah-masalah 

wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara 

keduanya terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain dan mempunyai 

korelasi. 

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan 

kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam 

aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu 

merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah 

dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat. 

Adapun Rukun wasiat terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam 

menentukan rukunnya wasiat diantaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan 

rukun wasiat hanya satu yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik 

harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat itu akad yang hanya 
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mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. 

Oleh sebab itu qabul tidak diperlukan.
47

 

Adapun rukun-rukun atau unsur-unsur wasiat adalah sebagai berikut : 

a) Orang yang berwasiat  

Disyaratkan agar orang yang berwasiat itu hendaklah orang yang 

mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain 

(tabarru‟). Para ahli fiqh menetapkan bahwa orang yang mempunyai 

tabarru‟ itu tandanya ia baligh, berakal, dapat menenukan sesuai dengan 

kehendakya, sadar atas semua tindakannya yang akan dilakukan dan 

tidak berada di bawah perwalian. Jika diperhatikan syarat-syarat yang 

ditetapkan para ahli fiqh itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama 

dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang lain. 

Syarat itu adalah baligh. Pada umumnya orang yang demikian baik laki-

laki maupun perempuan belum mempunyai tabarru‟ yang sempurna. 

Karena itu diperlukan syarat yang lain, ialah rasyid. Seorang dikatakan 

rasyid bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya baik kepada Allah maupun 

kepada manusia.  

Wasiat-wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang belum 

mempunyai kesanggupan tabarru‟ itu sebaiknya mendapat petimbangan 

lebih dahulu dari ahi warisnya.  
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Tentu saja orang yang berwasiat itu adalah orang yang memiiki 

harta, jika wasiatnya itu berhubungan dengan harta. Hal ini disepakati 

oleh para ulama. Mereka sepakat juga bahwa setiap orang kaya boleh 

berwasiat berhubungan dengan hartanya, selama tidak merugikan ahli 

warisnya. Mereka berbeda pendapat tentang hukum berwasiat bagi orang 

yang mempunyai harta yang sedikit. 

b) Orang yang menerima wasiat 

Penerima wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat seperti berikut :  

1. Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat, berdasarkan 

Hadis :  

-لاي زصٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚصٍُ: "لاٚصث١ح ٌٛازز.". 

 -زٚا أّ٘د ٚأتٝ داٚد ٚاٌرسِزٞ ٚدضٕٗ 
Artinya : 

Bersabda Rasulullah Saw : Tidak boleh berwasiat kepada 

ahli waris. (HR. Ahmad & Abu Daud & Tarmidzi serta 

mengharamkannya). 

 

Seorang dipandang sebagai ahli waris, apabila ia 

termasuk ahli waris pada saat yang berwasiat meninggal 

dunia, seperti orang berwasiat hartanya tentu kepada 

saudaranya laki-laki, yang waktu itu mempunyai anak laki-

laki dan perempuan. Pada waktu yang memberi wasiat 

meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya telah meninggal 

dunia pula, sehingga satu-satunya ahli warisnya hanyalah 

saudaranya itu. Dalam keadaan yang demikian wasiat yang 

telah diberikan kepada saudaranya itu menjadi batal, karena 
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ia telah menjadi ahli waris, dan yang berwasiat telah 

meninggal dunia. 

2. Bila yang menerima wasiat itu tertentu orangnya, disyaratan 

orang itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu 

wasiat itu dinyatakan. Tetapi jika orang yang menerima 

wasiat itu tertentu orangnya, tetapi belum ada dalam arti yang 

sebenarnya, disyaratkan penerima wasiat itu telah ada dalam 

arti yang sebenarnya pada saat yang berwasiat meninggal 

dunia.  

3. Yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang 

yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu adalah 

pembunuhan yang dibenarkan ajaran Islam atau pembunuh 

itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh oleh ajaran 

Islam. 

4. Tidak disyaratkan bahwa antara yang memberi wasiat dan 

penerimanya sama-sama agama Islam, boleh berwasiat orang 

yang berlainan agama.   

 

c) Yang diwasiatkan 

Ada beberapa syarat dari harta atau sesuatu yang diwasiatkan yaitu 

:  

1. Sesuatu atau harta yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu 

yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat pula dialih 
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milikkan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat, sesuai 

dengan syarat-syarat alih milik yang berlaku.  

2. Yang boleh diwasiatkan adalah harta, pembayar hutang atau 

pengambilan manfaat dari suatu barang. Yang bukan 

dihukum sebagai harta yang tidak boleh diwasiatkan, seperti 

bangkai, atau harta yang tidak pantas dimiliki seperti khamar 

dan sebagainya. 

3. Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari 

sepertiga dari harta yang dimiliki oleh yang berwasiat. 

Para ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga, ialah 

sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang di hitung 

pada saat ia meninggal dunia, bukan dihitung dari sepertiga waktu 

ia berwasiat. Sedang Malik berpendapat bahwa yang dimaksud 

sepertiga itu, ialah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat 

waktu ia menyatakan wasiatnya. 

Telah diterangkan bahwa bila yang berwasiat mempunyai 

ahli waris ia tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga dari jumlah 

hartanya. Jika ia berwasiat lebih dari sepertiga dari jumlah 

hartanya, maka wasiatnya itu dinyatakan tidak sah, kecuali jika ada 

izin dari ahli warisnya.  

d) Shigat wasiat 
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Shigat wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang di ucapkan 

atau yang dinyatakan oleh orang-orang berwasiat atau penerima wasiat.
48

 

Shigat wasiat itu terdiri dari “ijab” dan “qabul”. Ijab, ialah kata-kata 

atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang 

berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan 

oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan 

persetujuannya. 

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat 

mengatakan memberikan sesuatu pada pihak yang lain dan pelaksanaan 

pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat 

meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai 

shigat wasiat. Karena itu shigat wasiat itu dapat berupa perkataan dan 

dapat berupa isyarat. Tentu saja shigat yang berupa perkataan yang 

paling baik, tetapi bagi orang yang bisu atau antara yang berwasiat dan 

penerima wasiat mempunyai bahasa yang berbeda, sehingga pihak yang 

satu tidak memahami bahasa pihak yang lain, maka dalam keadaan 

demikian shigat wasiat boleh berupa isyarat. 

Contoh shigat wasiat, ialah : Si Abdu berkata pada si Badu: “Aku 

berwasiat memberikan seperempat dari seluruh hartaku kepada si 

Badu, sehingga ia memiliki harta itu setelah aku meninggal 

dunia”. Kemudian si Badu menjawab : “Aku terima wasiat Abdu 

itu”. 

 

Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan ijab 

dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. 
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Sekalipun qabul boleh dilakukan setelah ijab selesai diucapkan, namun 

pengalihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal 

dunia. Bila yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari yang 

berwasiat, sedang qabul telah dilakukan, maka wasiat itu menjadi batal. 

Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan qabul belum 

dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli 

waris. 

Pernyataan wasiat itu dapat dibatalkan atau dirubah oleh yang 

berwasiat sebelum ia meninggal dunia, seperti ia membatalkan seluruh 

wasiat yang telah ditetapkannya atau merubah wasiat itu dengan 

mengurangi atau menambahnya. Perubahan ini tidak memerlukan pihak 

lain, termasuk yang menerima wasiat.  

Mengenai wasiat bersyarat dibolehkan selama syarat-syarat itu 

adalah sah. Suatu syarat dikatakan sah bila tidak bertentangan dengan 

perintah dan larangan Allah, termasuk didalamnya memberi mudharat 

kepada pihak yang tersangkut dengan wasiat atau pihak yang lain. 

4. Macam-Macam Wasiat 

Dalam Islam ada dua macam jenis wasiat, yaitu wasiat yang berkaitan 

dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasan atau tanggung 

jawab.
49

 

1. Wasiat yang berhubungan dengan harta. Wasiat jenis ini seperti 

yang telah diuraikan di atas dengan syarat dan rukun yang telah 

dijelaskan di depan. 
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2. Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggung 

jawab, wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang 

lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar 

hutangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamkannya 

sesudah si pemberi wasiat meniggal dunia. 

Adapun orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat setelah orang 

yang berwasiat meninggal, baik yang berkaitan dengan barang maupun hak. 

Kedudukannya sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup dan 

harus memiliki lima syarat yaitu
50

 : 

1. Beragama Islam 

2. Sudah Baligh (sampai umur) 

3. Orang yang berakal 

4. Amanah (dapat dipercaya) 

5. Cukup untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh 

yang berwasiat. 

Disyaratkan beberapa syarat tersebut, karena penyerahan itu adalah 

penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu orang yang diserahi itu apabila 

merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada padanya serta dia 

merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau 

ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, kurang kemauan dan 

kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik 
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tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan 

itu tidak sia-sia.
51

 

5. Tujuan Wasiat 

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk tabarru‟ (menambah 

kebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah Swt : 

َٕاٌُٛاْ ٱي َْ ۡتِسَّ دَرٌََّٝۡٓ ذَ َّا ذُذِثُّٛ ِِ ِِٓ شَٟ ۡذُٕفِمُٛاْ  َِا ذُٕفِمُٛاْ  ِٗء َۡٚ َٗ تِ َّ ٱٌٍَّ  ۡفَإِ

 ٢ٕػ١ٍَُِ 

 

Artinya: ”kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya”. (QS. al-Imran: 92) 

 

Dapat juga diketahui bahwa tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. agar kebaikan bertambah dan memperoleh apa yang telah 

terlewat, oleh karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan 

bagi manusia, juga akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan 

putus, apabila wasiat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Hal yang 

demikian ini berarti bahwa Islam menyukai orang-orang yang selalu berbuat 

untuk kebajikan melalui atau dengan menggunakan harta yang dimilikinya, 

yaitu dengan jalan wasiat.
52
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B. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah 

Allah Swt., yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan 

aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah 

dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum.
53

 

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. 

Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa 

Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan juga dalam bahasa Indonesia 

baku. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa 

Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang 

terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Alquran; juga tidak 

ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu tidak akan 

menemukan artinya secara difinitif. 

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, terjemahan dari 

al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari‟ah al-Islamy. Istilah 

ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. dalam Alquran 

maupun as sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan 

adalah kata syari‟at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.
54

  

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari agama Islam sebagai 

suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Hukum Islam di Indonesia sering 

dijumpai dengan istilah syari‟ah dan fiqh. Bila artian sederhana tentang hukum 
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Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh, dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqh dalam literatur Islam yang 

berbahasa Arab.  

Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah Swt., atau 

yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya 

dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama manusia, saudara-saudara 

sesama muslim atau non muslim, serta hubungannya dengan alam seluruhnya 

dan hubungannya dengan kehidupan ini.
55

 

Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik 

itu harus tunduk kepada kehendak Allah Swt., dan Rasul-Nya. Kehendak Allah 

Swt., dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis di dalam kitabnya yang 

disebut syari‟ah sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan di balik atau di 

luar yang tertulis. 

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah Swt., tentang 

tingkah laku manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang 

syari‟ah, sehingga secara amaliah syari‟ah itu dapat dilaksanakan dalam 

kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu tertuang dalam bentuk 

ketentuan yang terinci. Ketentuan terinci tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari‟ah itu 

disebut “fiqh”.
56
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Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan, jika disebut kata hukum 

Islam, maka maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang 

dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil 

syara‟ lainnya (ijtihad).
57

 

Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan 

adakalanya pula tidak disebutkan secara jelas dan tegas, tetapi hanya 

dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secar umum.  

Untuk memahami hukum dalam bentuk pertama (secara jelas dan tegas) 

tidak perlu dilakukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan 

diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh 

syari‟ (Allah Swt., dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-

nushush al-muqaddasah atau wahyu murni. Bentuk kedua (tidak secara jelas 

dan tegas) diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk 

menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman 

yang mendalam. Seluruh hukum ditetapkan melalui cara seperti yang terakhir 

disebut fiqh. 
58

 

Artinya syari‟ah dan fiqh adalah dua istilah yang sangat erat 

hubungannya dan tidak bisa dipisahkan karena syari‟ah merupakan landasan 

fiqh dan fiqh merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat syari‟at. 

Hukum Islam dalam pengertian syari‟at maupun fiqh dibagi menjadi dua, yaitu 

bidang ibadah dan bidang muamalah. 
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2. Bidang Kajian Pokok Hukum Islam 

Kajian tentang Hukum Islam mengandung dua bidang pokok
59

 : 

Pertama, kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat 

amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah 

yang secara sederhana disebut fiqh dengan segala lingkup pembahasannya. 

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis 

dalam memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan ushul al-fiqh. 

Dalam term lain dapat juga disebut sebagai “metodologi hukum Islam”. 

Perlu diketahui, fiqh dan ushul al-fiqh merupakan dua bahasan yang 

terpisah, namun saling berkaitan. Ketika menguraikan suatu ketentuan tentang 

fiqh, sering disertai penjelasan mengenai kenapa ketentuan itu seperti itu 

adanya, sehingga memasuki ranah pembahasan ushul al-fiqh. Begitu pula 

sebaliknya, ketika membicarakan ushul al-fiqh, di mana untuk lebih 

memperjelas bahasannya dikemukakan contoh-contoh yang berada dalam 

lingkup pembahasan fiqh. 

3. Sumber Hukum Islam 

Pada prinsipnya, sumber hukum Islam adalah Alquran, karena 

sesungguhnya Hadis Rasul pun adalah wahyu yang juga penampilannya 

muncul melalui redaksi dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul 

Allah Swt. Namun karena Hadis itu sebagai penjelas dari Alquran, para ulama 

menetapkannya sebagai sumber kedua setelah Alquran.  
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Dalam perjalanan kehidupan manusia menunjukkan bahwa kemampuan 

manusia yang sangat terbatas untuk menangkap pesan yang terdapat dalam 

kandungan nash secara pasti, baik Alquran maupun Hadis itu sendiri. Dengan 

keterbatasan itu, dirasakan adanya tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa 

hukum yang secara pasti hukumnya tidak ditemui pada dua sumber tadi. Oleh 

karenanya, fuqaha sepakat menjadikan ijma‟ dan qiyas sebagai sumber ketiga 

dan keempat setelah Alquran dan Hadis. Empat sumber inilah yang disepakati 

oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber fiqh Islam.
60

  

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa banyak juga ulama yang 

menemui kesulitan untuk menetapkan hukum kalau hanya merujuk kepada 

empat sumber diatas. Oleh karenanya, mereka meneliti kembali nash-nash 

syariat dan dari sana merumuskan lagi kaidah dan teori-teori lain. 

Dalam perjalanannya, ternyata sumber-sumber itu cukup banyak, sesuai 

dengan penelitian tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurahman yang 

dikutip Alaidin Koto sumber-sumber inilah kemudian disebut sebagai dalil-

dalil hukum syar‟i yang diperselisihkan, seperti ihtisan, maslahah murshalah,  

istishlah, „urf, istishhab, syar‟u man qablana, qaul ash-shahabi dan adz-

dzariah.
61

 

Dalam pada itu, meskipun hanya Alquran dan As-Sunnah yang dapat 

disebut sebagai sumber hukum Islam, hal itu tidak menghalangi keduanya 

disebut sebagai dalil hukum, apabila keduanya memberi petunjuk untuk 

menemukan hukum Islam itu sendiri. Dengan kata lain dapat dilakukan, 
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hubungan antara sumber dan dalil hukum Islam bersifat umum dan khusus, 

yaitu sumber hukum Islam dapat disebut dalil hukum Islam, tetapi tidak semua 

dalil hukum Islam dapat disebut sumber hukum Islam. 

Penjelasan tentang sumber-sumber Hukum Islam ini dapat ditampilkan 

dalam uraian berikut ini : 

a) Alquran 

Alquran yang secara harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan 

suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan 

pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang 

dapat menandingi Al-Qur‟an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.
62

 

Alquran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, adapun tentang isi 

kandungan Alquran oleh sebagian ulama dibagi ke dalam lima bagian, 

adalah sebagai berikut :  

Pertama, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan 

ketauhidan. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan ibadat. Ketiga, hal-

hal yang berhubugan dengan janji  akan mendapat ganjaran, dan ancaman 

akan mendapat siksa. Keempat, mengenai penjelasan tentang jalan 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelima, mengenai sejarah 

atau kisah-kisah umat zaman dahulu.
63

 

Alquran adalah firman Allah Swt., yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammas Saw. oleh Allah Swt., dengan perantara Jibril, berbahasa 
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Arab dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.
64

 Alquran sebagai 

undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana 

pendekatan (seseorang hamba kepada Tuhannya) sekaligus sebagai 

ibadah bila dibaca. 

Sebagai wahyu Allah Swt., yang disampaikan kepada manusia 

secara pasti (qath‟i), yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, 

ketentuan-ketentuan Alquran merupakan hukum yang wajib ditaati dan 

tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Alquran 

dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana 

firman Allah Swt., dalam Surat Al Baqarah ayat 2 : 

ِٗ بٌََۡۡا زَٞ بُوِۡدَٱۡي ٌِهَذَۡ َٓ ٜۡ ًٌُِّۡ٘د ف١ِۡ   ُِٕرَّم١ِ
Artinya : 

Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa. 

 

Sejarah yang jelas menunjukkan bahwa, Alquran terjaga dari cacat 

dan celah manusia, sebagaimana dalam surat Al Hijr ayat 9 : 

ُٗ زَۡٱٌرِّنَٔا ُْۡ َٔزَّيۡإَِّا َٔخ   َْ ٌَۡخَ َۡٚإَِّا ٌَ   ٢فِظُٛ
 

Artinya : 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur‟an, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 

 

b) As-Sunnah 

As-Sunnah artinya menurut bahasa adalah, kelakuan, perjalanan, 

pekerjaan.  
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Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan Hadis adalah segala 

sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, 

perbuatan maupun ketetapannya. Ulama ushul fiqh menambahkan 

pengertian tersebut dengan hal “yang berkaitan dengan hukum.” Artinya, 

yang dimaksud dengan Hadis dalam pandangan mereka (Ulama 

Ushuliyah) adalah segala sesuatu yang dirujuk kepada Nabi yang 

berkaitan dengan hukum. 
65

 

Hadis menempati urutan kedua dalam sistem sumber-sumber 

hukum Islam. Ia berfungsi sebagai penjelas nash yang masih dalam 

bentuk garis besar, membatasi keumuman nash tersebut, atau 

menetapkan hukum yang belum nyata-nyata disebut dalam Alquran. 

Dalam kutipan Musthafa Assiba‟i, menurut ahli Hadis secara 

terminilogis as sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi 

Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan taqrir 

(persetujuan Rasul karena perbuatan sahabat yang tidak dilarang dengan 

cara membiarkannya ketika perbuatan tersebut dilakukan), perangai, 

sopan santun, dan sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun 

sesudah beliau menjadi Rasul.
66

 

Ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada 

awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah Nabi 

menelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan pendiaman Nabi.  
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Ditinjau dari segi etimologi, makna kata sunnah adalah perbuatan 

yang semula belum pernah dilakukan kemudian, diikuti oleh orang lain, 

baik perbuatan tersebut terpuji maupun tercela.
67

 

Perilaku hukum Islam yang diteladani kaum muslim yang 

dikatakan sebagai sunnah Rasulullah Saw secara keseluruhan harus 

berbasis pada Alquran. Jika dalam Alquran tidak ditemukan atau karena 

alasan lainnya, sunnah harus didasarkan pada Hadis. Ketika berbicara 

tentang Hadis, secara otomatis akan dibicarakan kualitas Hadis yang 

dimaksudkan, baik dari segi sanad, rawi, maupun matannya. Oleh karena 

itu, sebagian fuqaha berpendapat bahwa perilaku umat Islam yang diakui 

sebagai sunnah, tetapi tidak ada dalilnya, dapat dianggap sebagai bid‟ah 

atau mengada-ngada. Jika hal tersebut memasuki wilayah ritual formal 

dinyatakan sebagai kesesatan.
68

 

c) Ijma‟ 

Dari segi kebahasaan, kata ijma‟ mengandung dua arti, pertama, 

bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”. Pengertian ijma‟ dalam 

konteks makna ini ditemukan dalam Alquran surat Yunus (10) ayat 71 : 

َِٗػٍََٝ ف َٛوًَّ ٱٌٍَّ   ۡءَوَُُۡٚشُسَوَا ۡزَوُُۡاْ أََِِۡؼُٛۡخُ فَأَضۡذَ

Artinya : 

Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah 

keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 

membinasakanku). 
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Menurut Rachmat Syafi‟i yang dikutip oleh Moh. Fauzan Januri 

maksud ayat di atas adalah semua pengikut nabi Nuh dan seluruh 

kawannya harus mengikuti jalan yang beliau tempuh. Frasa ajmi‟u 

artinya “bulatkan atau kumpulkan” yang maknanya “satukan niat” atau 

“rencanakanlah” untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh nabi Nuh.
69

 

Yang dimaksud ijma‟ dalam ilmu Ushul Fiqh
70

 :  

ِٝ ػَصْسٍ  فاقُذِاِ ِٗ ف َٚفاَذِ َُ تَؼْدَ  ِٗ ٚصٍََّ ُٗ ػ١ٍََْ َّدٍ صٍََّٝ اٌٍَّ ُِذَ َّحِ  ِٙدِٜ أُ ُِجْرَ

ْٛزِ. ُِ َٓ اْلُأ ِِ ِْسٍ  َٝ أَ َٓ اْلَأػْصَازِ ػٍَ ِِ  

 

Artinya :  
Kesepakatan atau persetujuan Mujtahid umat Muhammad SAW., 

setelah wafatnya pada suatu masa dari beberapa masa terhadap 

suatu perkara (atau masalah) dari beberapa perkara. 

 

Dari definisi tersebut di atas jelas bahwa kemungkinan bentuk 

ijma‟ itu sendiri ada tiga, pertama adalah bentuk perbuatan, yang disebut 

dengan “ijma‟ fi‟liyah”. Kedua adalah bentuk perkataan yang disebut 

dengan “ijma‟ Qauliyah”. Ketiga berbentuk persetujuan bersama dengan 

cara diam, yang disebut dengan “ijma‟ sukuti”.
71
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d) Qiyas 

Qiyas berasal dari kata qasa, yaqisu, qaisan, artinya mengukur dan 

ukuran. Kata Qiyas diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain-lain 

yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lain atau 

penyamaan sesuatu dengan yang sejenis
72

, misalnya kalimat : 

“ia telah mengukur sesuatu dengan lainnya atau atas lainnya.” 

Syarat utama dalam pendekatan analogi atau Qiyas adalah adanya 

persamaan „illat hukum. Dengan demikian pendekatan analogis akan 

lebih mengutamakan logika induktif karena dari kasus khusus ditarik 

pada kasus yang sifatnya umum. Dalam Qiyas ada proses generalisasi, 

sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke 

berbagai sudut pandang mulai pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa 

asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang 

serupa.
73

 

Menurut H.M. Rasjidi, Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal 

yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah 

dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan Sunnah 

Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis) karena persamaan „illat 

(penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran, yang dipergunakan 

oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain.
74
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Qiyas menurut ahli Ushul Fiqh adalah 
75

; 

“Mengeluarkan seperti hukum (sesuatu) yang telah disebut, 

terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan 

antara keduanya” 

 

Maksudnya, qiyas dilakukan bila mujtahid menemukan sesuatu 

yang nash tidak menyebutkan hukumnya, sedang pada yang lainnya. 

Nash menyebutkan hukumnya yang diketahui mempunyai „illat yang 

sama dengan „illat yang ada pada yang pertama. Atas dasar persamaan 

„illat  tersebut, maka disamakan hukum yang pertama (الأصل) artinya 

yang asal, dengan yang kedua (الفرع) artinya cabang.
76

 

Seperti yang telah disebutkan di atas, keempat sumber hukum ini yang 

disepakati oleh jumhur ulama, dan ada sumber hukum yang dalam bentuk 

ijtihad ulama yang masih diperselisihkan, adapun penjelasan sumber hukum 

Islam tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Istishab 

Istishab menurut bahasa artinya mengikut sertakan, menjadikan 

teman dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh
77

 adalah 

Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlakuk 

terus sampai sekarang karena tidak ada dalil merubahnya. 

 

Menurut Ibnu Hazm Istishab yaitu, tetap berlakunya suatu hukum 

didasarkan atas nash, sampai dalil yang menyatakan berubahnya hukum 

tersebut.
78
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Maksudnya ialah, suatu hukum dinyatakan tetap berlaku, jika 

landasannya adalah nash. Dengan demikian Ibnu Hazm hendak 

menekankan, bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya berdasarka 

prinsip kebolehan dasar (al-ibahah al-ashliyyah), tetapi harus 

dikukuhkan oleh dalil yang bersumber dari nash. 

b) Istihsan 

Istihsan menurut bahasa adalah, anggapan baik, atau menganggap 

baik. 

Menurut Al-Bazdawi dalam kitab Kasyf al-Asrar „An Ushul al-

Bazdawi yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, istihsan adalah beralih 

dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat 

dari qiyas yang pertama.
79

 

Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal 

pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat 

lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Dalam praktik, 

seorang ahli hukum seringkali terpaksa melepaskan diri dari aturan yang 

mengikat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih berat 

dan lebih perlu diperhatikan.  

c) Al Maslahat Al-Mursalah 

Maslahah mursalah artinya dalam bahasa adalah kebaikan yang 

dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. 
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Menurut A. Azhar Basyir maslahah mursalah adalah cara 

menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di 

dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan 

pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
80

 

Dalam membicarakan al-maslahah sebagai dalil hukum, pada 

umumnya adalah lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya 

kesaksian syara‟ terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat 

mengakui/melegitimasinya sebagai al-maslahah ataupun tidak. 

d) „Urf 

Yang dimaksud dengan „urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh 

masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa 

perkataan maupun berupa perbuatan. Sebagai ulama ushul fiqh 

menyamakan pengertian „urf  dengan adat. Oleh karena itu, „urf diartikan 

sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan 

dijadikan terus-menerus karena dianggap baik, baik berupa perkataan 

maupun perbuatan.
81

 

Adapun tentang pemakaiannya, „urf adalah sesuatu yang sudah 

menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik 

yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Dan sesuatu hukum yang 

ditetapkan atas dasar „urf dapat berubah karena kemungkinan adanya 

perubahan „urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. 

e) Qaulus Shahaby 
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Qaulus Shahaby secara bahasa terdiri dari kata qaul dan shahaby, 

yang mana qaul berarti ucapan, perkataan. Sedangkan shahaby artinya 

adalah sahabat, teman. Dalam hal ini dimaksudkan adalah sahabat Nabi. 

Dalam ilmu ushul fiqh qaul shahaby adalah fatwa sahabat (Nabi) 

yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.
82

 

Sedangkan  menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan sahabat 

ialah setiap mukmin yang bertemu dengan Rasulullah Saw., wafat dalam 

keadaan mukmin, dan bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama.
83

 

4. Tujuan Hukum Islam 

Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah Swt., dan ketentuan 

Rasulullah Saw. yang terdapat dalam Alquran dan Hadis yang shahih, kita 

segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.  

Dilihat dari sudut kerasulan, Nabi Muhammad Saw. dapat diketahui 

bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt., adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam 

Alquran surat Al-Anbiyaa‟ (21) ayat 107 : 

َِا َٓ عًٌَِّۡۡ َِۡحۡنَ إٌَِّا زَحَْۡصًَۡأَۡز َٚۡ ١ِّ ٌَٔٓ١  

 

Artinya : 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam. 

 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan 
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mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 

mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata 

lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani 

maupun jasmani, individual dan sosial. 

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang 

kemudian disepakati oleh jumhur ulama yakni memelihara
84

 : 

1) Agama; 

2) Jiwa; 

3) Akal; 

4) Keturunan; 

5) Harta. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis dan Lingkungan Wilayah Kelurahan Talang Rimbo 

Lama 

Kelurahan Talang Rimbo Lama termasuk dalam wilayah administrasi 

Kecamatan Curup  Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. 

Kelurahan Talang Rimbo Lama berjarak ≤ 1 km ke pusat pemerintahan 

Kecamatan Curup Tengah dan ≤ 0,5 km ke pusat pemerintahan Kabupaten 

Rejang Lebong, sedangkan jarak Kelurahan Talang Rimbo Lama ke pusat 

pemerintahan Provinsi Bengkulu sekitar 83 km ke arah Selatan. Kelurahan 

Talang Rimbo Lama memiliki prasarana transportasi berupa jalan raya dengan 

kondisi jalan yang baik. Alat transportasi umum berupa ojek motor dan mobil 

angkutan kota, sedangkan sarana komunikasi berupa televisi (TV), radio, 

telepon, ponsel, media cetak dan internet, sehingga akses masyarakat terhadap 

informasi dan komunikasi serta distribusi sangat mudah.
85

 

Untuk masuk ke Kelurahan Talang Rimbo Lama, ada empat jalur masuk, 

pertama, melalui jalan S.Sukowati dimana jalan ini adalah daerah perkantoran 

Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, melalui jalan dari Desa Teladan yang 

dilalui setelah Bataliyon 144 Jaya Yudha menuju arah timur. Ketiga, melalui 

jalan raya Kelurahan Batu Galing dari persimpangan Iskandar Ong ke arah 
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selatan sekitar 50m. Keempat, melalui arah timur dari perbatasan Kelurahan 

Talang Rimbo Lama dengan Kelurahan Batu Galing. 

Ketika memasuki Kelurahan Talang Rimbo Lama akan terlihat rumah 

penduduk, sawah dan ladang jika melalui jalur selatan. Selain itu juga, rumah 

penduduk sebahagian besar terdapat dalam gang-gang (lorong) yang dapat 

ditemukan sepanjang daerah Kelurahan Talang Rimbo Lama. 

Kelurahan Talang Rimbo Lama secara administratif terbagi dalam 4 

Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Secara umum Kelurahan 

Talang Rimbo Lama berbatasan dengan : 

Tabel 1.  Batas Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama  

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup Tengah 

Sebelah Selatan Desa Teladan Curup Selatan 

Sebelah Timur Kelurahan Batu Galing Curup Tengah 

Sebelah Barat Kelurahan Timbul Rejo Curup Kota 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

Berdasarkan catatan administrasi Kelurahan, luas wilayah Kelurahan 

Talang Rimbo Lama saat ini adalah 4.400 ha/m
2
. Kelurahan Talang Rimbo 

Lama tergolong sebagai daerah yang cukup luas, ini di tunjukkan oleh 

pembagian wilayah menurut penggunaan  sebagai berikut
86

 : 
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Tabel 2.  Luas Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama menurut 

penggunaannya 

No Penggunaan Luas 

1 Luas pemukiman 1.500 ha/m
2 

2 Luas persawahan 63 ha/m
2
 

3 Luas perkebunan 796 ha/m
2
 

4 Luas kuburan 2 ha/m
2
 

5 Luas pekarangan 432 ha/m
2
 

6 Luas taman -  

7 Perkantoran 6 ha/m
2
 

8 Luas prasarana umum lainnya 1.601 ha/m
2
 

Total Luas 4.400 ha/m
2
 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

Kelurahan Talang Rimbo Lama terletak pada ketinggian 680 meter dari 

permukaan laut (mdpl). Kondisi tanah di Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berbentuk daratan, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun dan suhu 

rata-rata pada tiap bulan 18°-30°C.
87

 

B. Kondisi Demografi Kelurahan Talang Rimbo Lama 

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama seluruhnya tercatat 

pada hasil laporan terakhir Kelurahan pada bulan Agustus tahun 2009 sebanyak 

1.044 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 3.340 jiwa, yang terdiri dari Laki-

laki 1.591 jiwa dan perempuan 1.819 jiwa, dengan rasio kepadatan penduduk 

3.390 : 4.400 = 0.77 per km.
88

 Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk 
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Kelurahan Talang Rimbo Lama berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 3.  Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berdasarkan jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1.591 Jiwa 

2 Perempuan 1.819 Jiwa 

Total 3.340 Jiwa 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.  Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin 

No Usia/ Tahun Laki-Laki Perempuan 

1 0 s/d 4 35 Orang 58 Orang 

2 5 s/d 9 43 Orang 51 Orang 

3 10 s/d 14 44 Orang 65 Orang 

4 15 s/d 19 48 Orang 61 Orang 

5 20 s/d 24 1.019 Orang 1.396 Orang 

6 25 s/d 29 100 Orang 151 Orang 

7 30 s/d 34  130 Orang 158 Orang 

8 35 s/d 39  125 Orang 168 Orang 

9 40 s/d 44 300 Orang 433 Orang 

10 45 s/d 49 335 Orang 389 Orang 

11 50 s/d 54 95 Orang 114 Orang 

12 55 s/d 59 405 Orang 805 Orang 

13 60 s/d 64 10 Orang 27 Orang 
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14 65 s/d 69 17 Orang 20 Orang 

15 70 s/d 74 700 Orang 1058 Orang 

16 ˃ 75  719 Orang 1050 Orang 

Total 1.591 Orang 1.819 Orang 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi 

Untuk sarana ibadah di Kelurahan Talang Rimbo Lama terdapat 3 Masjid 

dan 4 Mushollah/Langgar. Aktivitas keagamaan juga relatif cukup terjaga 

dengan adanya aparat Pengurus Masjid, dan Mushollah/Langgar, serta dengan 

adanya kelompok pengajian, kerukunan kematian, yang terkadang juga 

dijadikan media untuk menggali ilmu keagamaan, silahturahmi dan 

musyawarah warga.
89

 

Tabel 5.  Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berdasarkan Agama  

No Agama Laki-Laki Perempuan 

1 Islam 1.552 Orang 1.808 Orang 

2 Kristen 10 Orang 15 Orang 

3 Buddha 3 Orang 2 Orang 

Total 1.565 Orang 1.825 Orang 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masalah pendidikan merupakan faktor 

utama yang harus diperhatikan, adapun sarana pendidikan yang terdapat di 
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Kelurahan Talang Rimbo Lama yakni 1 (satu) bangunan Taman Kanak-kanak 

(TK), 1 (satu) bangunan Sekolah Dasar (SD). 

Untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masyarakat mengaksesnya ke berbagai 

SLTP dan SLTA yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang dapat ditempuh 

dengan berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum seperti ojek motor 

dan mobil angkutan kota.  

Tabel 6.  Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No Pendidikan 
Laki-laki/ 

Orang 

Perempuan

/ Orang 

1 Usia 3-6 th yang belum masuk TK 35  47  

2 Usia 3-6 th yang sedang TK 20  25  

3 Usia 7-18 th yang sedang sekolah 100  125  

4 Usia 7-18 th yang tidak sekolah 10  16  

5 Usia 18-56 th yang tidak pernah sekolah 5  7  

6 Usia 18-56 th pernah SD tidak  tamat 58  70  

7 Tamat SD/sederajat 553  300  

8 Usia 12-56 th tidak tamat SLTP -  -  

9 Usia 18-56 th tidak tamat SLTA -  -  

10 Tamat SMP/sederajat 245  203  

11 Tamat SMA/sederajat 823  439  

12 Tamat D-1/sederajat 12  10  

13 Tamat D-2/sederajat 38  10  

14 Tamat D-3/sederajat 35  25  

15 Tamat S-1/sederajat 43  20  

16 Tamat S-2/sederajat 2  1  
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17 Tamat S-3/sederajat -  -  

18 Tamat SLB A -  -  

19 Tamat SLB B -  -  

20 Tamat SLB C 1  -  

Jumlah  1.980 1.298 

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

penduduk masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama sudah dikatakan tinggi, 

pada tabel terlihat bahwa 823 jiwa (laki-laki) dan 439 jiwa (perempuan) telah 

menamatkan pendidikannya sampai jenjang SLTA. Kondisi tersebut muncul 

karena masyarakat telah mengetahui bahwa pentingnya pendidikan, hal ini 

diwujudkan dengan tingginya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi seperti yang telah melanjutkan ke tingkat Perguruan 

Tinggi baik Negeri maupun Swasta.  

Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama dahulu sebahagian bermata 

pencaharian sebagai petani, yang lokasi pertaniannya tidak hanya di Kelurahan 

Talang Rimbo Lama saja namun juga di luar Kelurahan Talang Rimbo Lama.
90

 

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam beberapa pergeseran mata 

pencaharian masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama. Masyarakat 

Kelurahan Talang Rimbo Lama sudah banyak yang lepas dari pertanian
91

, hal 

ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut : 
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Tabel . 7 Distribusi Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Lama 

berdasarkan Mata Pencaharian  

No Jenis Pekerjaan 
Laki-Laki/ 

Orang 

Perempuan/ 

Orang 

1 Petani 592  284  

2 Buruh Tani 730  80  

3 Pegawai Negeri Sipil 147  76  

4 Pengrajin Industri Rumah Tangga 20  47  

5 Pedagang Keliling 80  40  

6 Peternak 8  -  

7 Montir 11  -  

8 TNI 10  -  

9 POLRI 10  -  

10 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 25  30  

11 Pengusaha kecil dan menengah 90  9  

12 Notaris 1  -  

13 Dosen Swasta 4  -  

14 Seniman 1  -  

15 Karyawan perusahaan swasta 15  10  

16 Karyawan perusahaan pemerintah 20  10  

17 Sopir 30  -  

18 Pengacara  1  -  

Total 1.795  586  

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Talang Rimbo Lama Tahun 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Wasiat Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama 

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat 

pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, 

apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta menjadi 

salah satu dari apa-apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi 

hawa nafsu, maka Alquran mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah 

atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari 

harta tersebut. 

Agama Islam telah mengatur yang berkaitan dengan harta yaitu wasiat. 

Wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan 

perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan 

memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan. 

Kata wasiat disebut dalam Alquran sebanyak sembilan kali. Dalam 

bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian 

disebut dua kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 

kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, 

memerintah (QS Al-An‟am, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa‟ [4]:131), mewajibkan 
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(QS Al-„Ankabut [29]:8, Luqman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf 

[46]:15), dan mensyariatkan (Al-Nisa‟ [4]:11).
92

 

Di dalam KUH Perdata surat wasiat dapat dinyatakan baik dengan akta 

tertulis sendiri, yang seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh orang 

yang mewarisi atau olografis, pengaturan warsiat terdapat dalam pasal 930-953 

KUH Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu surat wasiat dapat 

dinyatakan dalam bentuk lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan 

notaris. Surat wasiat yang bentuknya tertutup dan disimpan pada notaris, dapat 

dibuka disaksikan oleh dua orang saksi dengan membuat berita acara 

pembukaan surat wasiat tersebut. Cara pembuatan wasiat diatur dalam pasal 

195.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada perbedaan pandangan wasiat 

serta pelaksanaan wasiat di kalangan masyarakat, terutama Kelurahan Talang 

Rimbo Lama. Pandangan yang disampaikan tersebut, berdasarkan pengetahuan 

individu masyarakat yang memang sudah ada yang akrab dengan kata wasiat, 

namun dalam penjabarannya masih berbeda. 

Sebagaimana bahasan yang peneliti buat ada kasus yang memang 

menurut asumsi peneliti dinilai tidak seperti apa yang telah ditetapkan tentang 

berwasiat. Seperti kasus yang peneliti dapat dilapangan pada saat melakukan 

penelitian di Kelurahan Talang Rimbo Lama. Peneliti melengkapi 

pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Susilawati, 
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salah seorang warga Kelurahan Talang Rimbo Lama, yang pernah menerima 

wasiat. 

“Ibu pernah dikasih wasiat di tahun 2016 tu sebelum kakak ibu sakit-

sakitan, bahwa kalu nyo meninggal agek tanah yang ado di simpang poak 

itu dikasihkan samo ibu tapi baru tahun 2018 iko nyo lah wafat. Tanah 

itu jugo la lamo suami ibu garapnyo. Jadi, hasil dari tanah itu jugo 

selamo garap langsung ibu yang dapatnyo. Memang sebelum kakak ibu 

meninggal tu kan kami la melakukan apo yang diwasiat tu, jadi tanah tu 

la mulai kami petik hasilnyo, karno suami ibu kan garap itulah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. menurut Ibu wasiat itu pesan yang 

diberikan oleh keluargo yang isinyo tentang biasonyo untuk membagikan 

warisan ke keluargo yang ditinggalkannyo, jadi dalam kejadian yang ibu 

alami, itulah termasuk kek wasiat.”
93

 

 

Dari wawancara yang disebutkan diatas, bahwasanya tanah yang digarap 

oleh suami dari Ibu Susilawati merupakan salah satu harta yang akan 

diwasiatkan oleh saudara laki-lakinya. Tanah yang akan diwasiatkan itu sudah 

lama digarap dan sudah menuai hasil dari apa yang menjadi hasil dari tanah 

tersebut. Selama kurun waktu antara pewasiat meninggal dunia, hasil dari tanah 

yang sudah diwasiatkan itu diambil oleh penerima wasiat secara keseluruhan. 

Selanjutnya diterangkan kembali oleh bapak Yosi Saputra selaku 

kerabat dari penerima wasiat ibu Susilawati 

“oom waktu itu sebagai salah satu pendengar jugo kakak dari yuk Susi tu 

ngomong masalah wasiatkan tanah itu ke yuk Susi. Jadi kami tu 

dikumpulkan beberapo orang keluargo tu kan ado anak-anak dari kakak 

yuk Susi tu jugo waktu itu. Jadi kakak yuk Susi tu memang ado berwasiat 

tentang tanah tu untuk dikasihkan dengan yuk Susi dengan pertimbangan 

bahwa suami yuk Susi tu la lamo jugo garap tanah itu. Memang kalu 

masalah wasiat tu oom masih kurang paham, karno kami tu dalam 

keluargo dengar kecek yang tuo jadi apo yang disampaikan tu bakal kami 

jalankan. Pas waktu kakak tu ninggal, ado penegasan ajo dari pihak 

keluargo untuk menyelesaikan masalah wasiat yang diberikan samo yuk 
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sus di tahun 2016 silam, karno setelah ninggal nyo kakak tu, yuk sus jugo 

nanyo kejelasan tanah untuk diganti sertifikatnyo”
94

 

 

Dari apa yang diterangkan dalam wawancara di atas, pewasiat sudah 

memberikan wasiat berupa tanah yang memang ketika pewasiat meninggal 

dunia akan diberikan kepada penerima wasiat yang dalam hal ini adik dari 

pewasiat itu sendiri.  

Jika disimak lagi yang telah disampaikan oleh keluarga pewasiat untuk 

ahli waris yang sempat hadir pada saat pengucapan wasiat itu tidak ada protes 

dalam kata lain menyetujui apa yang telah diwasiatkan. Karena dalam 

penyampaiannya, dari pihak keluarga apa yang telah disampaikan oleh orang 

lebih tua akan dituruti. Selain itu juga setelah pewasiat meninggal, keluarga 

dari pewasiat menegaskan kembali tentang tanah yang sudah diwasiatkan oleh 

pewasiat. 

Menurut pandangan Imam Masjid Darul Hikmah Kelurahan Talang 

Rimbo Lama, Endang Sudirman, wasiat adalah suatu pesan yang disampaikan 

oleh orang (pewasiat) kepada penerima wasiat sebelum meninggal dunia, 

biasanya yang disampaikan berupa pembagian harta atau pun pesan-pesan yang 

memang harus dilakukan oleh penerima wasiat.
95

 

Diterangkannya lebih lanjut, pelaksanaan wasiat sebenarnya harus 

dilakukan sebaik-baiknya sesuai apa yang telah disampaikan oleh pewasiat 

(orang yang menyampaikan wasiat). Pelaksana wasiat (orang yang diberikan 
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wasiat) juga berkewajiban untuk menjalankan sebaik-baiknya sebagaimana 

yang telah diberi tanggung jawab. 

Pelaksanaan wasiat tersebut akan dilaksanakan sesuai perjanjian wasiat, 

antara pewasiat dengan saksi yang telah dipercaya oleh pewasiat, untuk 

menyampaikan wasiat tersebut atau pewasiat telah mempercayai notaris untuk 

membuat akta wasiat. 

Siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah, jika pelaksana 

wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri, 

sehingga merugikan kepentingan penerima wasiat dan menjual serta menerima 

hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal 

tersebut, pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya mungkin dapat 

bermasalah. Misalkan tindakan pelaksana wasiat dalam suatu kasus yang tidak 

sesuai dengan isi wasiat atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas 

isi surat wasiat sehingga memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan. 

Selain itu, peneliti juga meminta pendapat kepada Bilal Masjid Darul  

Hikmah Kelurahan Talang Rimbo Lama, Khairul. Dalam wawancara, dia 

menerangkan bahwa, wasiat merupakan pesan yang disampaikan oleh pemberi 

wasiat kepada penerima wasiat yang dalam sepengetahuan Khairul,  

melaksanakan wasiat sebelum orang yang memberikan wasiat itu meninggal 

dunia, maka wasiat tidak apa-apa langsung dilaksanakan. Karena barang yang 



66 
 

 
 

diwasiatkan itu sudah jelas diberikan kepada penerima wasiat dan juga tidak 

ada pertentangan antara ahli waris dan penerima wasiat.
96

 

Sedangkan dalam pendapat yang lain, yakni Marwan Sayuni, Ketua 

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Talang Rimbo Lama, wasiat 

merupakan sesuatu yang disampaikan oleh orang yang belum meninggal 

kepada ahli warisnya yang mana harus dilaksanakan.
97

 

Sepengetahuannya, pelaksanaan wasiat yang dilakukan, dilaksanakan 

oleh keluarga pewasiat. Seperti misalnya orang tua yang berwasiat tentang 

harta warisan kepada anak-anaknya, secara garis besar bahwa yang sering 

dilakukan oleh masyarakat wasiat itu pesan untuk anak-anaknya tentang harta 

warisan saja. Permasalahan wasiat juga jarang dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan, karena memang ruang lingkup yang sering dilakukan berdasarkan 

adat hanya sebatas perkawinan dan menjalankan hukuman adat.  

Dari dua pemahaman yang diterangkan di atas, jelas ada perbedaan 

pandangan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini peneliti berasumsi, masih 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang wasiat itu sendiri. Termasuk 

pelaksanaan wasiat yang terkadang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui 

oleh orang lain, selain keluarga yang berwasiat itu sendiri. 

Berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Talang 

Rimbo Lama, Gatot Satria Wijaya. Menurutnya, pelaksanaan wasiat yang 

dilakukan di Kelurahan Talang Rimbo Lama, sudah sering dilakukan. Namun 
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terkadang menyimpang, atau tidak sesuai aturan. Kemungkinan hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wasiat tersebut. 

Seperti melaksanakan wasiat, sebelum waktu yang ditentukan tiba namun 

wasiat sudah dijalankan.
98

 

Jika melihat hasil wawancara di atas, jelas bahwa yang telah 

dipertanyakan di awal tadi memang benar. Memang masyarakat Kelurahan 

Talang Rimbo Lama terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan wasiat, yang 

dilaksanakan memang belum pada saat pewasiat meninggal dunia. Hal ini 

dikarenakan masyarakat masih belum memahami dan terbentur antara 

pemahaman tentang wasiat dengan pelaksanaannya. Sedangkan dalam 

pembahasan teori pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan 

wasiat dilakukan ketika pewasiat telah meninggal dunia. 

Seperti yang disampaikan juga oleh Beni Ahmad Saebani dalam 

bukunya, wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan 

sesudah seseorang meninggal dunia.
99

 

 Pendapat serupa juga disampaikan Sayyid Sabiq. Dia mendefinisikan 

wasiat (waṣ hiyahṣ  ) itu diambil dari kata waṣ haitu aṣ ṣ  y-ṣ ṣ  yaia, uṣ ṣ  

hihiṣ , artinya Auṣ haltuhuṣ  (aku menyampaikan sesuatu). Maka muṣ hiṣ  

(orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia 

hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.
100
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B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wasiat di Kelurahan 

Talang Rimbo Lama 

Mohammad Daud Ali berpendapat memang pewaris pada waktu 

akan meninggal tidak berhak menentukan siapa-siapa yang akan 

memperoleh harta yang ditinggalkannya, berapa bagian masing-masing 

dan bagaimana cara mengalihkan harta itu. Sebab, semuanya telah 

ditentukan dan wajib dilaksanakan.
101

 

Wasiat artinya disini ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai 

apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. 

Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum 

kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik. 

Wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang 

disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak 

orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah 

tiada (meninggal dunia). 

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. 

Berulang-ulang disebutkan dalam Alquran mengenai wasiat ini, baik dalam 

ayat-ayat Alquran sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya 

ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri. 
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Pada dasarnya, kewajiban untuk berwasiat sudah jelas diterangkan di  

agama Islam, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Alquran Surah Al 

Baqarah (2) ayat 180
102

 : 

ُُ ٱي وُُۡۡوُرِةَ ػٍََٟ َٚص١َِّحُ ۡزًا ٱيۡخُ إِْ ذَسَنَ خََِٟۡٛۡإِذَا دَعَسَ أَدَدَوُ

َٚٱيٌِۡدًٌََِٞۡٚۡ َٓ تِٱيأَۡقِْۡ    ٨َٓٔٓ ُِرَّم١ِۡدَمًّا ػٍََٝ ٱي ۡزُٚفَِِۡغۡزَت١ِ

 

Artinya : 

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini 

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa 

 

Oleh karena itu, setiap manusia yang bertaqwa wajib untuk memberikan 

wasiat ketika dia kedatangan tanda-tanda meninggal dunia. Dalam 

menjalankan kewajiban tersebut tentu masih banyak masyarakat yang memang 

terbentur dengan pemahaman tentang wasiat dengan pelaksanaan wasiat.  

Maka timbul pertanyaan bagi masyarakat awam, bahwa sebenarnya 

pelaksanaan wasiat itu dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia, ataukah 

boleh dilaksanakan ketika wasiat sudah disebutkan walaupun pewasiat belum 

meninggal dunia. 

Hukum Islam juga mengatur bahwa suatu surat wasiat dapat dinyatakan 

dalam bentuk lisan di hadapan dua orang saksi yang mana diterangkan dalam 

Alquran Surah Al Maidah (5) ayat 106
103

 : 
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َٙاَۡٞۡ َٓ أ٠َُّ َٗ ٱٌَّر٠ِ َُِٕٛاْ شَ ُُ  ِٔۡىُُۡدَجُ تَٟۡءَا َٓ  خَُِۡٛٱۡيإِذَا دَعَسَ أَدَدَوُ د١ِ

ِْۡٱز َٚص١َِّحِٱۡي َٚا ػَد َٔا ِِٓ أَۡٚ ِّٕۡىُُ ۡيۡذَ  ِْ  إِْۡ ۡزِوُُغَٟۡ ۡءَاخَسَا

ُّص١ِثَحُ تَۡدۡفَأَصَ ضِأَۡزٱۡيفِٟ  ذُُۡۡظَسَب ۡأَٔرُُ  خَِِۡۡٛٱۡيوُُ 

َّاتِضُٛذَۡخ ُٙ ِْ تِۡف١َُك جٍَِۡٛٱٌصَّدِ تَۡغ ِِۡٓ َٔ َّا ِٗصِ ِْ  ٱٌٍَّ ٌَا  ذُُۡذَۡةٱۡزإِ

َِٗۡٔش َّٓ ۡذَسِٞ تِ ٌََٚٛۡشَ َْ ذَا لُس ۡا  ٌَََٗۡٚا َٔه تَۡٝۡوَا ُُ شَ ِٗدَجَ ۡذُ  إَِّۡا ٱٌٍَّ

َٓ ۡإِذ ِّ َٓأۡٱۡيا ٌَّ ١ِّ   ١ٓٔ شِ

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 

dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam 

perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu 

tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu 

mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: 

"(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang 

sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan 

tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya 

kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" 

 

Hadis-Hadis Rasulullah Saw. yang berhubungan dengan wasiat 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

ْٓ ػَثْدِاالله  َِا دَكُّ ػَ َُ لَايَ :  َٚصٍََّ  ِٗ َّس زَصُٛيُ الِله صٍََٝ الله ػ١ٍََ ِٓ ػُ اِتْ

ْٛتَحٌ  َِىْرُ  ُٗ َٚص١َِّرُ َٚ ِٓ اِلاَّ  ِٗ ٠َث١ِْدُ ١ٌٍََْر١َْ ْٛصَٟ ف١ِْ ُٗ ش١َْاُ ٠ُ ٌَ ٍُ ُِضٍِْ ِْسِئٍ  ا

ُٖ )ِرفك ػ١ٍٗ( ْٕدَ  ػِ

Terjemahannya: 

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda : “tidak 

ada hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin 

diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali 

wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya.” (Riwayat Al-Bukhari dan 

Muslim)
104

 

 

Dan Hadis Nabi Muhammad Saw. : 
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 Al Imam Abu Abdullah Muhammad Penerjemah Achmad Sunarto, Terjemah Shahih 

Bukhari Jilid IV, (Semarang: Asy Syifa‟, 1993) hlm. 2 
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 ِٓ ِٓ اتْ ْٛ غط إٌا س إِ ٌٝ اٌس تغ ػَ ػَثَّاسٍ زظٟ الُله ػٕٗ لاي : " ٌَ

َّ الُله ػ١ٍٗ ٚصٍُ لاي : ,, اٌصٍس َّْ زصٛي الِله صٍ ٚاٌصٍس وص١س  ,لأ 

 أٚوث١س." )ِرفك ػ١ٍٗ(
Artinya: 

 Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata 

orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena 

sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau 

besar. (Muttafaq „Alaih).
105

 

 

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga 

kebolehannya dalam syariat Islam. Wasiat adalah pemberian hak untuk 

memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si 

pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela. Wasiat dianggap sah jika dibuat 

(diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan 

sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam kedua keadaan 

ini hukumnya sama menurut semua mazhab.
106

 

Dalam hukum Islam, orang yang berwasiat disyariatkan agar seorang 

mushi hendaknya mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak milik 

kepada orang lain. Dengan ketentuan syarat mushi yaitu: baligh (dewasa), 

berakal sehat (aqli), bebas menyatakan kehendaknya merupakan tindakan 

tabarru‟ (sukarela) dan beragama Islam.
107

  

Penetapan wasiat terbatas pada penunjukan seorang pelaksana dan 

penerima wasiat (washi) dan pembuat wasiat (washiyyah). Washi harus 

menerima tugas sebelum atau sesudah kematian. Washi yang telah ditunjuk 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lintera Basritama, 2001), 
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Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan negeri Suatu Studi Kaṣ uṣ , (Jakarta: 
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oleh pewasiat bukan hanya pelaksana tetapi juga bertindak sebagai wakil dari 

ahli waris yang masih kecil atau tidak dapat hadir, dan dia mengurus warisan 

atas nama mereka, dan jika ia diberi wewenang, ia dapat menunjuk orang lain 

untuk menangani warisan yang disebut terakhir ini.
108

 

Untuk menentukah hukum, dalam Islam ada terdapat asas-asas hukum 

Islam, prinsip atau kaidah-kaidah fiqh (al qawa‟id al fiqhiyyah). Kaidah fiqh 

termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh (al-ahkam 

fiqhiyyah), bukan dalam ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh (al-ahkam al-

ushuliyyah).  

Pada dasarnya, dalam kaidah- kaidah atau prinsip kemudahan (at-taisir) 

dalam hukum Islam seperti  ُبِمَفَاصِدِهَاالْأُمُوْر  (setiap perkara tergantung dengan 

tujuan atau niatnya), maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang 

menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuan dari perkara tersebut.
109

 

Bila yang terjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang 

haram meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. 

Sebaliknya, apabila yang jadi tujuan dan maksud dari suatu perkara adalah baik 

meskipun kelihatan biasa-biasa saja maka hukum perkara tersebut adalah halal. 

Sementara dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara 

masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat. 
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Sebab, antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang 

digunakan ibaratkan anak kunci dan gembok. 

Pendapat Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh A. Djazuli, bahwa 

masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, 

yaitu; pertama, ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah 

tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau 

peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; kedua, apakah 

masalah yang dihadapi tersebut substansinya perubahan hukum atau bukan; 

ketiga, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena 

adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-

pilihan mana yang akan diambil; keempat, apakah masalah tersebut ruang 

lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari 

bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan al-qawa‟id al 

tafshiliyah atau dhabith atau mulhaq-nya; kelima, hubungan antara masalah 

yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi 

fikih. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fikih 

tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik 

pribadi (syakhsiyyah) atau badan hukum (syakhsiyah hukmiyah), tentang hak 

dan lain-lain.
110

 

Apabila kita melihat permasalahan pelaksanaan wasiat yang terjadi di 

Kelurahan Talang Rimbo Lama seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa 

masalah tersebut berhubungan dengan teori fikih tentang kepemilikan hak. 
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Dengan jelas bahwa substansinya terjadi perubahan hukum, yaitu 

melaksanakan wasiat yang belum pada waktunya atau pelaksanaan wasiat itu 

sebelum pewasiat meninggal dunia. 

Penulis akan mendudukkan terlebih dahulu pengertian wasiat. Pendapat 

pertama menurut „Abd Al-Rahim dalam bukunya Al Muhadlarat fi Al-Mirats 

Al-Muqaran, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan  

hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat 

secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (tabarru‟) yang 

pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi 

wasiat.
111

 

Pengertian wasiat menurut Imam Malik adalah suatu perikatan yang 

mengharuskan penerima wasiat mempunyai hak sepertiga harta peninggalan 

pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta 

peninggalan pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.
112

 

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wasiat 

adalah memberikan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, 

baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.
113

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik pada kesimpulan, bahwa 

pelaksanaan wasiat itu akan dialihkan kepemilikannya setelah pewasiat itu 

meninggal dunia. 
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Jelaslah bahwa wasiat sudah terdapat dalam Alquran yang telah beberapa 

kali diterangkan dalam Surah Al Baqarah (2) ayat 180 yang membahas tentang 

hukum berwasiat. Dilanjutkan dengan Surah Al Maidah (5) ayat 106, yang 

membahas tentang saksi ketika berwasiat.  

Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan 

Bukhari Muslim yang sudah diterangkan pada bab pembahasan, pada 

pokoknya memberikan penjelasan tentang kadar untuk berwasiat. Walaupun 

juga nantinya ada yang berpendapat tentang pelaksanaan wasiat dengan 

menggunakan hukum yang lain atau ijtihad, seharusnya sudah jelas dalam 

penjelasan Alquran dan hadis serta pendapat para ulama tentang pengertian 

wasiat itu sendiri.  

Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. 

Karena itu pengalihan milik dari orang yang berwasiat kepada orang yang 

menerima wasiat berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal dunia 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti diharuskan ada dua orang saksi 

dan besar kadar dari wasiat itu 
1
/3.   

Dalam waris Islam, dikenal wasiat, orang yang telah berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat 

mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 

Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat 

meninggal dunia. 

Pendapat yang lebih kuat juga menerangkan, Wasiat itu baru berlaku 

setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena itu pengalihan milik 
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dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung 

setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
114

 

Artinya dalam pelaksanaan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia 

yang dilakukan oleh masyarakat  di Kelurahan Talang Rimbo Lama yang telah 

dilakukan tidak sesuai dengan pemahaman dalam hukum Islam sebagaimana 

dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan wasiat masyarakat di kelurahan Talang Rimbo Lama 

mendahului ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan pengalihan 

milik maupun hasil dari harta yang diwasiatkan sudah dilaksanakan 

sebelum pewasiat meninggal dunia. Hal ini dikerenakan kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan wasiat yang sesuai dengan 

hukum Islam. 

2. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat yang 

dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia tidak sesuai dengan hukum 

Islam yang telah ditetapkan berdasarkan pemahaman bahwa wasiat itu 

akan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Jelasnya 

pengelolaan dan pengalihan milik terhadap yang jadi objek wasiat dari 

orang yang berwasiat kepada penerima wasiat akan berlaku setelah yang 

berwasiat itu meninggal dunia. 

B. Saran 

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya 

penulis akan lebih fokus dan teliti dalam menjelaskan tentang pembahasan di 

atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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Selanjutnya untuk masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama semoga 

tulisan ini bermanfaat untuk sebagai ilmu pengetauhan tambahan agar tidak 

terjadi salah pemahaman tentang wasiat. 
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